PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan telah terjadi
kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh
pencurian kayu yang menggunakan gergaji rantai;

bahwa untuk pengendalian penggunaan gergaji rantai maka perlu
ada suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan
pemilikan dan penggunaan gergaji rantai di Daerah Kabupaten
Lampung Barat yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pem-bentukan
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Lampung Barat (Lembaran Negara
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3452);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pel aksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3286);

Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan,
Pemilikan, dan Penggunaan Gergaji Rantai Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Keputusan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
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Pemerintah Dagerah;

0. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
GERGAJ RANTAI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat

adalah Badan Legidatif Daerah;

e. Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim
disebut Chain Saw;

f. Hutan Milik adalah Hutan yang tumbuh pada tanah yang dibebani hak milik, dan berasal
dari hasil kegiatan nyata pada tanah milik dimaksud berupa penanaman dan
pemeliharaan;

g. Polis Kehutanan adalah pejabat tertentu dilingkungan instansi kehutanan yang oleh dan
kuasa undang-undang memiliki wewenang kepolisian terbatas dibidangnya;

h. PPNS Kehutanan adalah pejabat tertentu dilingkungan instansi kehutanan yang oleh dan
kuasa undang-undang memiliki wewenang penyelidikan terbatas dibidangnya;

i.  Pemilik adalah perorangan atau badan yang mempunyai gergaji rantai.

a o

BAB |1
PENJUALAN GERGAJ RANTAI

Pasal 2

(1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual gergaji rantai kepada perorangan, Badan atau
Instansi Pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

(2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat nama dan alamat pembeli
gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada pemerintah Kabupaten Lampung
Barat melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
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BAB 11l
PEMAKAI GERGAJ RANTAI

Pasal 3

Y ang dapat memiliki gergaji rantai adalah :

a Perorangan yang memiliki gergaji rantai sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda
Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2001 mengenai Pemilikan dan Penggunaan
Gergaji Rantai.

b. Perorangan yang memiliki Hutan Milik dan Dalam Pemanfaatan Hasil kayunya telah
memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Badan yang telah memperoleh Hak atau izin menebang kayu dari Dinas Kehutanan
Kabupaten Lampung Barat dan pemegang izin sah lainnya.

d. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu
yaitu :

Instansi Kehutanan

Instansi TNI dan POLRI

Instansi Pekerjaan Umum

Dinas Pertamanan

BUMN Departemen Pertanian

Instansi Perkebunan

Pendidikan dan Latihan

NogkrwdpE

BAB IV
PEMILIK GERGAJ RANTAI

Pasal 4

(1) Pemilik Gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung
kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dengan data sebagai berikut :
a.  NamaPemilik (foto copy KTP dilampirkan), instansi
b. Alamat Pemilik
c. Tanggal pembelian (foto copy kuitansi dilampirkan)
d. Nomor seri mesin
e. Jenisltype
f. Surat keterangan Kepala Desa dan ingtansi kehutanan setempat yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatannya telah
memiliki izin pemanfaatan kayu dan bagi instansi melampirkan hak atau izin
menebang kayu.
(2) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat memberikan tanda pendaftaran dan atau izin
penggunaan gergaji rantai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya pendaftaran/permohonan izin penggunaan gergaji rantai.

Pasal 5

(1) Setigp pemilik gergaji rantai dikenakan pungutan Retribusi Derah per Tahur/per unit
sebesar Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

(2) Dalam penyetoran Retribusi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) disetorkan langsung ke Kas
Dagerah atau melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
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